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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS

_bahwa sehubungan dengan perkembangan yang txdak sesuai’
.. dengan. asumsi ‘kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
- Belanja Daerah, keadaan yang ‘menyebabkan pergeseran oo
. antar. unit’ organlsa31, antar- jenis belanja, keadaan yang -~ .
>menyebabkan sisa lebih ‘tahun anggaran sebelumnya harus -
.dlgunakan ~untuk - pemblayaan ‘dalam: tahun- anggaran =
- . berjalan, maka perlu  dilakukan = perubahan- - Anggaran o

: Pendapatan dan BelanJa Daerah Tahun Anggaran 2013;

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana d1maksud

~ dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah: tentangk el e
- Perubahan = Anggaran Pendapatan = dan Belanja Daerah*»’ L
,‘;’Kabupaten Bengkahs Tahun Anggaran 20 13; :

| ~-Indon631a Tahun 1956 Nomor 25), woriE

Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bum1 e
dan” Bangunan (Lembaran ‘Negara Repubhk Indonesia Tahun = ° RN
1985 Nomor. 68, ‘Tambahan ‘Lembaran - Negara ‘Republik -
'”Indones1a Nomor - 3312) sebagaumana telah diubah dengan' v
Undang-Undang Nomor 12'Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia: Tahun® 1994  Nomor 62, Tambahan

~ Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor 3569),

Indone31a Nomor 3851), .

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan RicE
“Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003 .
-~ Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a~

e Nomor 4286)

Undang Undang Nomor  {1” Tahun 2004 'tentang ‘_ ,
- Perbendaharaan  Negara = (Lembaran Negara Repubhk
.Indonema Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara :

Repubhk Indonesm Nomor 4355)

S

. P’Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan” L
~ Daerah .Otonom Kabupaten dalam Llngkungan Daerah -
~ Propinsi - Sumatera * Tengah (Lembaran Negara Repubhk :

Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 - tentang PR S
~ Penyelenggaraan Negara yang Bers1h dan Bebas dar1 Korupsi, - e

. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubhk ,




dang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaanvf
gelolaan  dan - Tanggung Jawab ‘Keuangan Negara
,(Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 4400),

‘Undang-Undang Nomor - 25 “Tahun 2004 tentang S1stem“

Perencanaan Pembangunan Nasional - (Lembaran Negara

Republik Indonesia “Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan = :
‘ Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 4421); :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia’ Tahun 2004 °

. Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Nomor 4437), sebagalmana telah. diubah terakhir dengan

' ‘Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang - -

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia |

' Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk’ j

Indones1a Nomor 4844)

o Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per1mbangan :
' Keuangan antara Pemerintah Pusat . dan Pemerintahan
- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

“ Nomor 126, Tambahan - Lembaran Negara Repubhk Indones1a"f

10

Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PaJah Daerah =
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor . 139, Tambahan Lembaran Negara .

Sl Repubhk Indones1a Nomor 4438),

L1l
" Peraturan Perundang—undangan (Lembaran Negara Republik

Undang undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan |

.,‘},'iIndone31a Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lernbaran
- ‘Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12.

Peraturan | Pemerlntah Nomor 24 . Tahun 2004 tentang

- Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repulik

* Indonesia’ Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan- Lembaran :
~ Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
~“Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
P1mp1nan ‘dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

L (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor -

 4540);
13,

Peraturan Pemerlntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang B

" Pengelolaan - Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

o Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
o - Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4502), '

14,
- Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
~ Tahun 2005 Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Repubhk o

‘ Indonesxa Nomor 4503); :

- 15.
' Pinjaman ‘Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar -

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 - tentang B

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara'

: ~Repubhk Indones1a Nomor 4575), S



16.

Peraturan Pemerlntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

S Perlmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
~-.2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubhk,

- Indonesia Nomor 4575);

‘  k~‘1‘7.'Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem
. .Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

~Indonesia Tahun :2005 Nomor 138, :Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia- Nomor 4576);

_’1_8..Peraturan Pemermtah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hlbah

- Kepada Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk
L Indones1a Nomor 4577),

19

Peraturan Pemermtah Nornor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara ‘Republik

;" Indonesia Tahun 2005 - ‘Nomor ‘140,. Tambahan Lembaran
4 Negara Repubhk Indones1a Nomor 4578);

‘Peraturan Pemermtah " Nomor 65’ Tahun 2005 tentang

- Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

" Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

~ Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema

| 'Nomor 4585),
- 21,

Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang‘

Pedoman : Pembinaan dan’ Pengawasan Penyelenggaraan‘

-Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
- Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran ' Negara
L Repubhk Indones1a Nomor 4593),

22,

Peraturan Pemermtah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

’Pelaporan Keuangan dan Kmer_]a Instansi ‘Pemeérintah.
" (Lembaran -Negara Repubhk Indonesia Tahun 2006 ‘Nomor
- 140, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone81a Nomor .

B ;,;4578)
23.
- Pembagian ‘Urusan Pemerlntahan —antara Pemerintah,
‘Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemermtahan Daerah

Peraturan Pemermtah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

o ;Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik ' Indonesia
- Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Repubhk
e Indone31a 4737),

24,

Peraturan Daerah ‘Kabupaten Bengkahs Nomor 07 Tahun

2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

03);

Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs

- Tahun 2008 Nomor 07),
25;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun
2009 - tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2009 Nomor



Dengen Persetujuan BP"sama

; UPATEN BENGKALIS |

ar “‘BUP"A’TI BENGKALIS“':} e
‘ 7 ‘ ‘ MEMUTUSKAN
. 'Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
AR “PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2013 :
Pasal 1

" ;Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula '

o “berjumlah Rp. 4.771.263.535.000 ‘bertambah se_]umlah Rp 203.482.872.070,27

sehlngga menjadl Rp 4 974 746 407 070 27 dengan permman sebagal berlkut

1 Pendapatan g B NS
~a.Semula - Rp 3 271 263 535 OOO OO
~b. Bertambah/ (berkurang) Rp. 155.473.121.616,00 S
-Jumlah Pendapatan setelah Perubahan LT Rp 3 426 736 656. 616 OO

| 2 Belanja T e R |
-a. Semula B Rp 4 766 263. 535 OOO OO
" b.Bertambah/ (berkurang) Rp.  203.482. 872 070,27 '
Jumlah Belanja setelah Perubahan = Rp. 4.969. 746.407. 070 27

Surplus/ (DeﬁS1t) setelah Perubahan ~Rp. (48.009.750.454,27) = . -

3. Pemb1ayaan

- a.Penerimaan v R '
1) Semula E R Rp 1 500.000. OOO OOO 00
S 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 48.009.750.454,27

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan = Rp 1 548 009. 750 454 27 N

b Pe’ngeluarén ‘ R < R
- 1)Semula - Rp 5 000. OOO 000, OO
! 2)Bertambah/(berkurang) Rp. - 0,00 = e RETEH
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan . Rp _5.000.000.000,00 -
' Jurnlah Pernblayaan Netto setelah Perubahan Rp ' 48\.009.750.45»4,27
Slsa Leblh Pemblayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp ; L L , 0,0»O L
Pasal 2

, (1) Pendapatan Daerah sebagalmana dlmaksud pada pasal 1, terdm dar1
 a. Pendapatan Asli Daerah .. R T
1) Semula S Rp. 235. 120 650 OOO OO
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 19.325.407.000,00
Jumlah Pendapatan Ash Daerah setelah Perubahan ;
e i ' Rp 254 446 057 OOO OO

b, Dana Perlmbangan R : i
- 1) Semula SR Rp 2. 994 142 885 OOO OO
' 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 18.378.098.616,00
Jumlah dana perlmbangan setelah Perubahan -

Re 3 012 520. 983 616 00




(2)
7 dari jenis pendapatan
.a Pajak Daerah = ‘ L
l)Semula = Rp 32 260 OOO OOO 00 .
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.090.000.000,00

a.ani‘daerah yang sah -
1) U " Rp. 42.000. 000. 000,00
‘ 7_2) Bertamba /(berkurang) Rp.117.769.616. OOO 00

Sah setelah Perubahan

Pendapatan ASll Daerah sebagalmana d1maksud pada ayat (1) huruf a terd1r1

Jurnlah PaJak Daerah setelah Perubahan ’ Rp 33350000000,00 E_ :

= b. Retr1bus1 Daerah

1) Semula - ‘Rp. 24 727 550 OOO 00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.568.507.000,00 = - ' '
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan - Rp 34 296 057 OOO OO

"c. Has1l pengelolaan kekayaan daerah yang d1p1sahkan i B

1) Semula - .o 'Rp.30. 800.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. . 0,00 T R TN A
' Jumlah PaJak Daerah setelah Perubahan ‘ Rp.'»;_"_ ,’“30.800.000.900,00, o

& 5.:'."d. Lam lam Pendapatan ash daerah yang sah

1) Semula T Rp 147.333.100.000, OO v
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. :8.666.900.000,00
‘ Jumlah PaJak Daerah setelah Perubahan Rp 156 OOO OOO OOO OO L

Dana Perlrnbangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (l) huruf b terdm dar1.'f}'?f~f
‘jenis pendapatan: v . . : . -
‘a. Dana Bagi Has1l

1) Semula R ‘Rp}'z 952 228.124. 000,00
‘ _2) Bertambah/(berkurang) Rp. °18.378.098.616,00 o : '
‘Jumlah Pajak Daerah’ setelah Perubahan o Rp 2 970 606 222 616 00

'b. Dana Alokasi Umum

3)Semula Rp31 86224100000 |

. 4) Bertambah/(berkurang) Rp. ... 000- e S
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan - Rp. :31.862.241.000,00 -

C. Dana- Alokas1 Khusus '

3) Semula - Rp. 10 052 520 OOO 00
4) Bertambah/(berkurang) Rp.- 0,00

Lain- laln pendapatan daerah yang sah sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1)

~huruf b terd1r1 dar1 Jems pendapatan

‘a.Hibah ST e L e
1) Semula e Rp R O_;OO"_-
2) Bertarﬁbah/(berkurang) Rp. =~ =~ 0,00
» Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan - Rp.o . 70,00
b. Dana darurat T : '-; R
“ . 1)Semula . Rp L f0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah PaJak Daerah setelah Perubahan o Rp 5 . 0,00

~Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang Rp | ”‘159.769.616.("3001,00' St

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan R Rp. | :fkf: 5 ‘10 052. 520 OOO 00 v 3



d. Dana penyesualan dan otonom1 khusus

: Rp 42 OOO OOO OOO OO
| / rang) Rp._4,000.000.000.00 ° N
eJumIah Pajak Daerah setelah Perubahan . Rp. 46 OOO OOO OOO OO

1)Semula - ‘Rp VR 000

) Bertambah/(berkurang) Rp.89.444.556.000,00

‘Jumlah- Pajak Daerah setelah Perubahan - ,,Rp‘. 89 444 556 OOO OO -

e Bantuan keuangan dar1 propmsx atau dar1 pemermtah daerah lalnnya

)

‘Belanja Daerah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 terd1r1 dar1

b Belanja Langsung

1)Semula < “Rp. : - 0,00~
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 24 325 060 000,00 :
Jumlah PaJak Daerah setelah Perubahan Rp 24. 325 060 OOO OO .

Pasal 3

. a BelanJa Tldak Langsung

~I)Semula "Rp.1. 712 094 766 542 58
. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 180.695.594.817,27
Jumlah belanja tldak langsung setelah Perubahan - : ‘
: L Rp 1 892 790 361 359 85 .

1l)Semula - - - Rp 3. 054 168 768. 457, 4
- 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. ~ 22.787.277.253.00
Jumlah belanJa tldak langsung setelah Perubahan ' ' L
; A T Rp 307695604571042 o

'Belanja T1dak Langsung sebagalmana dlmaksud ayat (1) huruf a terdm darlk’ R

- -‘_]ems belanja '

a. BelanJa Pegawa1 Sl

o DSemula Rp 981. 036. 786 445, 92

2 Bertambah/(berkurang) Rp. 31.134.297.312,16

Jumlah belanja pegawa1 setelah Perubahan Rp 1 '012 171 033 768 ,08

| b. Belanja bunga

1)Semula . Rp ?,;t_,?’”'r:“‘,'.0,00 e

| - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. = . 0,00

' ’(':.'Belan_]a sub31d1

coood Belanja h1bah

a ~Jumlah belanJa bunga setelah Perubahan Rp 0,00

1) Semula Rp 13 371 928 467 OO _
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 S L E T e
Jumlah belanja subs1d1 setelah Perubahan "Rp. 13.371.928.467 ;00

T 1) Semula Rp 287.048. 7oo 73260
‘ 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 37.543.352.000,00 =~ :
' Jumlah belanja h1bah setelah Perubahan Rp + 324.792.052.732,69

-iﬁf'ff( :‘ e. Belanja bantuan sos1a1

C1)semula RIS 7. 620 800,000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp: _ 40.000.000,00 ~~: =~ - SR O '
Jumlah belanja hlbah setelah Perubahan e Rp - f _7.660.8}00..000’,00 -




! 2) Bertambah]

- i 270,00¢
(berm_;giRD, 000 L s AR
Jumlah beianja hxbah setelah Perubahan Rp. § T 0,00

“g. Belanja bantuan keuangan

1)Semula . o Rp. 411 502.810. 500 OO

2 Bertambah/(berkurang) Rp. -°7.225.000.000,00

Jumlah belanja h1bah setelah Perubahan | ;Rp."‘ 4_‘1’8.727.’810.500,00 S

' h Belanja tldak terduga

Belanja Langsung sebagalmana dlmaksud ayat (1) huruf b terd1r1 darl Jems

" 1) Semula " Rp. 11, 313.790.386,97
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp.104.752.945.505.11 ‘
‘ Jumlah belan_]a hlbah setelah Perubahan : Rp._ 1 16 066 735. 892 08

, *belanJa

& Belanja Pegawai

1)Semula . Rp 173 280 341.731 oo
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.870.854.950.00 -
£ Jumlah belan_]a pegawa1 setelah Perubahan Rpk. : 184 151 196 681 ,00

~ b Belanja barang dan Jasa

1) Semula 'Rp 814.241.950.166,00

2 Bertambah/(berkurang) Rp. 45.001.423.368,00 -

T Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp ”’.8159.»243';373.‘534,00 e

 ¢. Belanja modal |

o

~ Semula - Rp.2.066.646.476.560,42

- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (33:085.001.065,00) . A o
Jumlah belanJa sub31d1 setelah Perubahan Rp 2 033 561 475 495 42 B r

Pasal 4

Pemb1ayaan Daerah sebagalmana dlmaksud pada pasal 1 terd1r1 dar1

a. Penerlmaan

- 1)Semula RplSOO 000.000. 000, oo

- 2 Bertambah/(berkurang) Rp. = 48.009.750.454,27

Jumlah penerlmaan setelah Perubahan Rp 1. 548 009 750 454 27

‘ ‘b Pengeluaran

(2)

1) Semula RpSOOO ooo 000,00
- 2) Bertambah/(berkurang) Rp. . 0,00 Cap ey S
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan i "Rp;w i 5 OOO OOO OOO OO o

Penerlmaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (l) huruf a terdm dari- Jems S
pemblayaan : : -

A,a SILPA tahun anggaran sebelumnya 5

1)Semula . Rp.1.200.000.000.000,00

g Bertambah/ (berkurang) Rp. ___48.009.750.454.27

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp 1. 248 009 750 454 27 | o

DR setelah perubahan




: Rp
. C. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dlplsahkan
~ 1) Semula - e Rp. - - 0,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 e
, Jumlah has11 penJualan kekayaan daerah yang A
' D1p1sahkan setelah perubahan 'f_ o
d. Penerlmaan panaman daerah G R T
- 1)Semula - - Rp. -~ 0,00 °
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00
: Jumlah penerlmaan kembah pemberlan plnjaman

B

:‘2) Bertambah/(berkurang) Rp. . .= = = 000

Rp 300 OOO OOO OOO 00

: Jumlah pencalran dana cadangan setelah Perubahan B

L Rp
L setelah perubahan \

€. Penerlmaan kembah pember1an pmjaman EE

setelah perubahan '

300 OOO OOO OOO OO‘

0,00
000

0,00

000

- 1)Semula = - ‘Rp. = . 0,00
" 2) Bertambah/(berkurang) Rp. -~ - 0,00 v
: Jumlah penenmaan kembah pembenan p1njaman S
o » e Rp
setelah perubahan
1 Penerlrnaan plutang daerah e T
1) Semula . S - Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -~ - 0,00 e
“Jumlah penerimaan piutang daerah . Rpooo

Pengeluaran sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b terd1r1 dar1 Jems

pernb1ayaan

oa Pernbentukan dana cadangan

1) Semula Rp. . 0,00 -

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 ,
~Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Rp
perubahan S R S B

, b Penyertaan modal (1nvestas1) pemermtah daerah

‘JSemula Rp.  5000.000.000,00

. 2) Bertambah/(berkurang)Rp. 000
. Jumlah penyertaan modal (1nvesta31) pemermtah Rp,’

Daerah setelah perubahan

e Pembayaran pokok utang

1) Semula : - Rp S  0,'0(‘)' :

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00

- Jumlah pembayaran pokok utang setelah : Rp .

B Perubahan

0,00 -

'~ 5.000.000.000,00




" . o S e I N i ]
o ; he e

o
0,00
'[(berkurang) 0,00 - T ST
Jumlah pembenan p1nJaman daerah setelah 0,00
Perubahan ' e
e Pembayaran utang kepada plhak ketlga
. 1)Semula ‘Rp. 0,00 :
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -~ .- 000 - R
- Jumlah pembayaran utang kepada pihak ketiga Rp. - o v 0,00_; ’

Setelah Perubahan
Pasal 5

(1) Dalarn hal terdapat darurat dalam pelaksanaan APBD Pernermtah Daerah o
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD
- Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang
selan_]utnya dlsampalkan dalam laporan reahsas1 anggaran

(2) Kr1ter1a untuk keadaan darurat sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1)
"sekurang-kurangnya mernenuh1 krlterla sebaga1 berlkut

- a Bukan merupakan keglatan normal dari akt1f1tas pemermtah daerah dan
.. tidak dapat diprediksikan sebelumnya; S
_b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang; :

c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah W
~d.Memiliki - dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka =
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan’ '

‘€. Merupakan belanja untuk keperluan mendesak

(3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagalmana d1maksud pada ayat' -
(2) huruf e mencakup TR A . o REEARN : :

-a. Program dan keglatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya’ g
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan = = :

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan ‘menimbulan
keruglan yang 1eb1h besar bag1 pemermtah daerah dan masyarakat

| :fPasal 6

,‘Uraxan lebih- lan_]ut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagalmana_"
A dimaksud pada’ pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang
merupakan baglan yang t1dak terplsahkan dar1 Peraturan Daerah ini, yang terdm

dar1
1. Lampiranl : Rlngkasan APBD ; ~
2. Lampiran Il - - Ringkasan APBD menurut urusan pemerlntahan :
‘ ‘ AR S - _daerah dan organisasi SKPD; . : o
- 3. Lampiran III - Ringkasan APBD menurut urusan pemerlntahan'
... .. daerah, organ1sas1 SKPD pendapatan, belanja dank
: 1 S S ‘pembiayaan; ' . - : ’
4. LampiranlV .~ Rekapitulasi belanja menurut .urusan: -

pemerintahan daerah, organlsa31 SKPD program
dan keglatan S



- Daftar Jumlah pegawa1
jabatan;

per" golongan dan per
Daftar plﬁtang daerah

; 7 ; Lamp1ran VII

8. ‘Lampiran VIII . Daftar penyertaan modal (1nvesta31) daerah

9. Lampiran IX" = Daftar- perkiraan penambahan ‘dan- pengurangan
S SR ‘aset tetap daerah

;10 LamplranX Daftar perklraan penambahan dan pengurangan
: C o aset lam lain; -
;-11 Lamplran XI Daftar - keglatan keglatan I tahun anggaran'

sebelumnya yang  belum dlselesalkan ~ dan
7 - - - dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 1n1
12. Lampiran XII .=~ Daftar dana cadangan daerah; dan :
13. Lampiran XIII .~ Daftar panaman daerah dan obhgaSI daerah

Pasal 7

Bupatl menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
‘ Belanja Daerah sebaga1 landasan operasmnal pelaksanaan APBD

Pasal 8

: ::Peraturan Daerah 1n1 mulal berlaku pada tanggal d1undangkan

Agar setlap orang mengetahulnya mernermtahkan pengundangan Peraturan
Daerah  ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis. B : : ;

:; D1tetapkan d1 Bengkahs
“ f;‘-ﬁ\a@{a tanggal 0% Desambe.r ?_013
: FAN

| Dlundangkan di Bengkahs
~ pada tanggal 05 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
/’//,f':,,, ‘ “U,o‘?'\ » o o

"




